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ABSTRAK 

 

Intan Machde Oktorini. 201810115108. Perlindungan Hukum Terhadap  Status 

Anak  Yang   Lahir Dari Perkawinan Siri Online   Berdasarkan Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan siri adalah 

pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa ada pemberitahuan 

(dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA).  

Perkawinan siri Online merupakan Perkawinan dengan mengikutinya 

perkembangan zaman, perkawinan siri ini pun berkembang dengan menggunakan 

teknologi seperti media sosialskype, telekonferensi, dan lain-lain. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui mengenai Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari 

Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.  

Terlepas dari status pernikahan siri online tersebut diakui atau tidak, namun anak 

yang telah terlahir memiliki hak dan kewajiban yang harus ia dapatkan. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dapat 

disimpulkan bahwasanya bukan hanya sebagai tanggung jawab orang tuanya 

sendiri, namun juga sebagai tanggung jawab pemerintah. 

 

Kata kunci: perkawinan siri, status anak, online 
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ABSTRACT 

 

Intan Machde Oktorini. 201810115108. Legal Protection Against The status of 

children born from online Siri marriages based on Law No. 23 of 2002 

concerning Child Protection 

 

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband 

and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One 

Godhead. Meanwhile, siri marriage is a marriage performed by a man and a 

woman without any notification (noted) at the Office of Religious Affairs (KUA). 

Online serial marriage is a marriage that follows the development of the times, 

this serial marriage also develops using technology such as social media Skype, 

teleconferencing, and others. This study aims to determine the legal status of 

children born from online marriages based on Law Number 23 of 2002 

concerning Child Protection.The research method that the author uses in writing 

this thesis is normative juridical.  

Regardless of whether the online serial marriage status is recognized or not, the 

child who has been born has rights and obligations that he must get. Law No. 23 

of 2002 concerning child protection, it can be concluded that it is not only the 

responsibility of the parents themselves, but also the responsibility of the 

government. 

 

Keywords: siri marriage, child status, online 
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MOTTO 

 

“Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, Setiap masalah pasti  ada solusi” 

“Every difficulty there is always ease,  Every problem has a solution” 
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